BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 430 / 658 1AHUR 208

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI KEBIJAKAN

KEPENDUDUKAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

Menimbang

Mengingat

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa untuk meningkatkan kelancaran koordinasi
kegiatan pelayanan administrast kependudukan di
tingkat desa/kelurahan/kecamatan dengan
kabupaten, perlu adanya kegiatan koordinasi
kebijakan kependudukan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim
Pelaksana Kegiatan Koordinasi Kebijakan
Kependudukan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438j};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 547 5);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 537 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun
2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1908) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 124 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun
2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1792);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172});



Menetapkan
KESATU

KEDUA

10.

11.

12.

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan  (Lembaran Daerah  Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 176)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan (Lembaran Daerah  Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 256j;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236};

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran
2018 {Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2017 Nomor 13);

Peraturan Bupati Sukohario Nomor 50 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2016 Nomor 50);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017
Nomor 87);

MEMUTUSKAN

Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Kebijakan
Kependudukan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 dengan
susunan sebagaimana tercantum dalam = Lampiran
Keputusan ini.

Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana sebagaimana
dimaksud diktum KESATU adalah:

a.

b.

merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan
kegiatan koordinasi kebijakan kependudukan; dan

melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan
bertanggungjawab kepada Bupati;



KETIGA . Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran

2018.
KEEMPAT . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Gader o0lB
BUPATI SUKOHARJO,
L/\ e ST,
"'WARDOYO WIJAYA
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim

kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia di Jakarta;

2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharnjo;

3. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo,

4. Asisten Pemerintahan Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharnjo;

5. Tim yang bersangkutan.




Lampiran: Keputusan Bupati Sukoharjo )
Nomor : 707 £8 740N 20! 6

Tanggal . § o« foécr Ho/Ef

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI KEBIJAKAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

NO. JABATAN DALAM KEDUDUKAN KETERANGAN
| DINAS/NAMA _ DALAM TIM o
1. i Kepala Dinas Kependudukan dan| Penanggung | Bertanggung jawab terhadap
' Pencatatan Sipil Kabupaten jawab pelaksanaan kegiatan
2. | Kepala Bidang Pelayanan Ketua Mengkoordinasikan seluruh
Pendaftaran Penduduk pada Dinas pelaksanaan kegiatan
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Sukoharjo
3. | Kepala Seksi ldentitas Penduduk| Sekretanis Melaksanakan  tugas  di
 Bidang Pelayanan Pendaftaran bidang kesekretariatan
. Penduduk
4. *F Kepala Seksi Pindah Datang Anggota Melaksanakan tugas sesuai
 Penduduk  Bidang  Pelayanan bidang tugasnya

Pendaftaran Penduduk
S>. | Kepala Seksi Pendataan Penduduk Anggota Melaksanakan tugas sesuai

- Bidang Pelayanan Pendaftaran bidang tugasnya
Penduduk
6. | Kepala Seksi Kelahiran pada Anggota Melaksanakan tugas sesuai
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil bidang tugasnya
.| Kabupaten Sukoharjo 1 ,
7. | SUHARNI, SE Anggota Melaksanakan tugas sesuai
Fungsional Umum pada Bidang bidang tugasnya

Pendaftaran Penduduk Dinas

 Kependudukan dan Pencatatan |
| Sipil Kabupaten Sukoharjo
8. | Camat Sukoharjo Anggota Melaksanakan tugas sesuai
L bidang tugasnya
9. ' Camat Mojolaban Anggota Melaksanakan tugas sesuai
o bidang tugasnya
10. | Camat Gatak Anggota Melaksanakan tugas sesuai
bidang tugasnya
- 11. | Sekretaris Camat Sukoharjo Anggota Melaksanakan tugas sesuai
| | L y bidang tugasnya
| 12. ; Sekretans Camat Gatak Anggota Melaksanakan tugas sesuai
L i __ bidang tugasnya
13 | Sekretaris Camat Mojolaban Anggota Melaksanakan tugas sesuai
] ; bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

N L

WARDOYO WIJAYA




